
  

  
 

 
BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI BINTAN 
NOMOR : 13 Tahun 2025          . 

       

TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERJASAMA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN 
  

BUPATI BINTAN, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan 
Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan layanan 
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bintan terdapat kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan pembayaran hutang jangka pendek 
sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan 

Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bintan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan layanan 
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bintan. 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3896);  

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Tambahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 6841); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6887); 

 

5.Undang-undang… 
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48 ); 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018  
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 1213);                                      

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor 
1046); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 1335); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bintan; 

14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. 

15.Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan 

Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN BINTAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan Pasal 46 dalam peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerja 

Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan diubah 

sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 46 ditambah Satu ayat yaitu ayat (3) sehingga 

Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 46 

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman 
jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (1) yang telah jatuh tempo. 
(2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran 

bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang 
batas yang telah ditetapkan dalam RBA. 

(3) Bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek yang 

jatuh tempo pada bulan Desember tahun anggaran 
berkenaan dibayar pada tahun anggaran berikutnya.  

(4) Dalam hal BLUD memiliki anggaran untuk membayar 
bunga dan pokok utang/pinjaman dapat dibayar langsung 

pada bulan Desember tahun berkenaan. 
 

                Pasal 2 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bintan. 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 17 Maret 2025 

       BUPATI BINTAN 

   
         Dto.      

                    ROBY KURNIAWAN 
 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 
pada tanggal 17 Maret 2025     
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BINTAN  
 

 Dto. 
RONNY KARTIKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 17 
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